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NAMA SOP 
PENERBITAN SURAT PENGANTAR 
PENELITIAN 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 
Nasional Perdidikan Tinggi 

5. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran 

6. Peraturan Rektor Nomor 38  Tahun 2021 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister 
Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor di 
Lingkungan Universitas Padjadjaran 

7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad 

8. Pedoman Akademik Fakultas Hukum Unpad di Tahun 
Berjalan 

9. Kalender Akademik di Tahun Berjalan 
 

1. Memahami IKK Universitas dan Fakultas 
2. Memahami Tugas dan Fungsi Bidang Akademik 
3. Memahami Peraturan Terkait sebagai Dasar Hukum 

Pelaksanaan Kegiatan 
4. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik 
5. Menguasai Pengoperasian Komputer Dasar 
6. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana 
7. Menguasai Penggunaan Internet dan Aplikasi Web Browser 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

 1. Dokumen pendukung 
2. Komputer,  Printer, Scanner 
3. Jaringan Internet 
4. Alat Tulis Kantor (ATK) 
5. Aplikasi SIAT Unpad dan E-Office Unpad 

 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

1. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Peraturan dan 
Pedoman terkait; 

2. Apabila pelaksanaan kegiatan ini terlambat Mahasiswa 
tidak dapat melakukan pengumpulan data dari Instansi 
yang dituju dalam melakukan penulisan hukum serta  akan 
terlambat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di unit kerja 
bersangkutan dan terkait, SIAT Unpad, serta Unit Penjaminan 
Mutu. 
 

 

 

 



 

 

 


